
Menim bang 

BUPATI MALUKU TENGAH 
PROVINSI MALUKU 

PERATURAN DAERAH MALUKU TENGAH 
NOMOR 01 TAHUN 2019 

TENTANG 

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN 
BELANJA DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGAH 

TAHUN ANGGARAN 2018 

DEN GAN RAHM AT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI MALUKU TENGAH, 

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 320 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah, dan Pasal 298 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pedoman 

Pengelolaan Keuangan Daerah Kepala Daerah menyampaikan rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggunjawaban 

Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan dilampiri 
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Mengingat 

laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksaan Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun 

anggran berakhir; 
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang 

Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018; 

1. Pasal 18 ayat (6) Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang Undang Darurat Nomor 23 Tahun 1957 tentang 

Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1645); 

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi 

dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 3851); 

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4400); 
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistim Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4421); 
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7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4438); 

8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Noror 5049); 

9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011  tentang Pembentukan Peraturan Perundang undangan (Lembaran Negera 

Republik Indonesia Tahur 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 

10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negera Republik Indonesia Tahun 

2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telab diubah beberapa 

kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang 

Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, 

Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

1 1 .  Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 

(Lem bar Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210 ,  Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4028) 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 
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15. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4585); 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Ner~ra 

Republik Indonesia Nomor 4593); 

17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 ten tang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614); 

18. Peraturan Pemerintah Nomor Nonor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 

Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4712); 

19. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 

tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor l 10, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155); 

20. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembarn Negara Republik 

Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165); 

21 .  Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011  tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219); 

22. Peraturan Pemerintah Nomor 2 'Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 

Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272); 
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23. Peraturan Pemeintahan Nomor 83 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 

tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 195, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5351); 

24. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembar Negara 

Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533); 

25. Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2007 ten tang Tunjangan Jabatan Struktural; 

26. Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 

tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; 

27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana 

telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011  tentang Perubahan 

Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310); 

28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah; 

29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah Tahun 2015; 

30. Peraturan Daerah Nomor 45 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Kabupaten Maluku 

Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2008 Nomor 45); 

3 1 .  Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2009 tentang Pokok Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah 

Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2009 Nomor 63); 

32. Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2011­  

2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2012 Nomor 107); 
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Menetapkan 

33. Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten 
Maluku Tengah Tahun 2013-2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2013 Nomor 159); 

34. Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Maluku 
Tengah Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2017 Nomor 188); 

35. Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2018 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten 

Maluku Tengah Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2018 Nomor 197); 

Dengan Persetujuan Bersama 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGAH 

dan 

BUPATI MALUKU TENGAH 

MEMUTUSKAN : 

PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA 

DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGAH TAHUN ANGGARAN 2018. 

Pasal l 

(1) Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah berupa Laporan Keuangan memuat: 

a. Laporan Realisasi Anggaran; 

b. Neraca; 
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c. Laporan Operasional; 

d. Laporan Arus Kas; 
e. Laporan Perubahan Ekuitas; 
f. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih; dan 

g. Cata tan Atas Laporan Keuangan. 

(2) Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan Laporan Kinerja dan Ikhtisar Laporan Keuangan 
Badan U saha Milik Daerah / Perusahaan Daerah. 

Pasal 2 

Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 huruf a Tahun Anggaran 2018 sebagai berikut: 

(1). Pendapaten Daerah Rp. l.622.330.833.343,57 
(2). Belanja Daerah Rp. 1.5 72.303.865 . 038, 4 5  

Surplus/ (Defisit) (Rp 5 0 . 0 2 6 . 9 6 8 . 3 0 5 , 1 2 )  

(3). Pembiayaan Daerah : 

a. Penerimaan Rp. 4 6 . 3 1 0 . 8 5 9 . 6 3 0 , 0 7  

b. Pengeluaran Rp. 0,00 
Pembiayaan Netto Rp. 4 6 . 3 1 0 . 8 5 9 . 6 3 0 , 0 7  

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) Rp. 96.337.827.935 ,19  
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Pasal 3 

Uraian Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 sebagai berikut 

1. Selisih Anggaran dengan Realisasi Pendapatan sejumlah Rp. 76.947.902.656,43 dengan rincian sebagai berikut 

a). Anggaran Pendapatan setelah perubahan 

b). Realisasi 

Selisih Lebih/(Kurang) 

Rp. 1.699.278.736.000,00 

RD. 1.622.330.833,343,57 

(Rp. 76.947.902.656,43) 

2. Selisih Anggaran dengan Realisasi Belanja sejumlah Rp. 180.715.319.961,55 dengan rincian sebagai berikut 

a). Anggaran Belanja setelah perubahan Rp. 1.753.019.185.000,00 

b). Realisasi 
Selisih Lebib/(Kurang) 

RD. 1.572,303,865.038.45 

(Rp. 180.715 .319.961 ,55) 

3. Selisih Anggaran dengan Realisasi Surplus/Defisit sejumlah Rp. 103.767.417.305,12 dengan rincian sebagai berikut 

a). Surplus/Defisit setelah perubahan (Rp. 53.740.449.000,00) 

b]. Realisasi Rp. 50.026.968.305,12 

Selisih Lebih/(Kurang) Rp. 103.767.417.305,12 

4. Selisih Anggaran dengan Realisasi Penerimaan Pembiayaan sejumlah Rp. 7.429.589.369,93 dengan rincian sebagai berikut 

.• 

a). Anggaran Penerimaan Pembiayaan setelah perubahan 

b). Realisasi 

Selisih Lebih/(Kurang) 

Rp. 53.740.449.000,00 

RD. 46.310,859.630,07 

Rp. 7.429.589.369,93 
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5. Selisih Anggaran dengan Realisasi Pengeluaran Pembiayaan sejumlah Rp. 0,00 dengan rincian sebagai berikut 

a). Anggaran Pengeluaran Pembiayaan setelah perubahan Rp. 0,00 

b). Realisasi Rp. 0,00 

Selisih Lebih/(Kurang) Rp. 0,00 

6. Selisih Anggaran dengan Realisasi Pembiayaan Netto sejumlah Rp. 7.429.589.369,93 dengan rincian sebagai berikut 

a). Anggaran Pembiayaan Netto setelah perubahan Rp. 53.740.449.000,00 

b). Realisasi Rp. 46.310.859.630,07 

Selisih Lebih/ (Kurang) Rp. 7.429.589.369,93 

Pasal 4 

Neraca sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 hurufb per 31 Desember Tahun 2018 sebagai berikut 

a. Jumlah Asset Rp. 2 .122.949.857 .212,25 

b. Jumlah Kewajiban 

c. Jumlah Ekuitas Dana 

Rp. 1 .267.161.834 ,  78 

Rp. 2.121.682 .695.377,47 

Pasal 5 

Laporan Operasional sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 huruf c untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 

Tahun 2018 sebagai berikut 

a. Kegiatan Operasional 
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Pendapatan - LO 

Beban 

Surplus/ Defisit dari Operasi 

Rp. l .564.852.138.260,56 

Rp. 1.464.502.038.468,06 

Rp. 100.350.099.792,50 

b. Kegiatan Non Operasional 

Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya - LO 

Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya - LO 

Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya LO 

Rp 

(Rp 

(Rp 

0,00 

356.553.848,89) 

356.553.848,89) 

c. Pos Luar Biasa 

Beban Luar Biasa 

Surplus/Defisit dari Beban Luar Biasa 

d. Surplus/Defisit -LO 

(Rp. 550.358.000,00) 

(Rp. 550.358.000,00) 

Rp. 274.441.761.712,49 

Pasal 6 

Laporan Arus Kas sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 huruf d untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 
2018 sebagai berikut : 

a. Saldo Kas Awal per 1 Januari Tahun 2018 

b. Arus Kas dari Aktivitas Operasi 

Arus Kas dari Aktivitas Aset Non Keuangan C. 

d. Arus Kas dari Aktivitas Pembiayaan Rp. 0,00 

IO 

Rp. 41.564.197.032,13 

Rp 395.111.139 .740,12 

(Rp. 345.084.171.435,00) 



e. Arus Kas dari Aktivitas Non Anggaran 
f. Saldo Kas Akhir per 31 Desember Tahun 2018 

Pasal 7 

(Rp 3.541.979.769,95) 

Rp 96.845.239.542,30 

Laporan Perubahan Ekuitas sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 huruf e untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 

Desember Tahun 2018 sebagai berikut 
a. Ekiutas Awal 
b. Surplus/Defisit - LO Rp 274.441.761.712,49 

256.533.581.079,67 

Rp. l.590.707.352.585,31 

c. Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar Rp. 

d. Ekuitas Akhir 

Pasal 8 

Rp. 2.121.682.695.377,47 

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih sebagaimana dimaksud pada Pasa1 1 huruf f untuk tahun yang berakhir sampai 
dengan 31 Desember Tahun 20 18  sebagai berikut : 

a. Saldo Anggaran Lebih Awal Rp. 53.740.449.918,21 

b. Penggunaan SAL Sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan Rp 46.310.859 .630,07 

C. Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan (SILPA/SIKPA) Rp. 96.337.827.935,19  
·, 

d. Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya Rp. 0,00 

e. Lain-Lain (Rp 7.429.590.288, 14) 

f. Saldo Anggaran Lebih Akhir per 31 Desember Tahun 2018 Rp 9 6 . 3 3 7 . 8 2 7 . 9 3 5 , 1 9  
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Pasal 9 

Catatan Atas Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 huruf g Tahun Anggaran 2018 memuat informasi baik 

secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos Laporan Keuangan. 

Pasal 10 

Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 tercantum 

dalam Lampiran Peraturan Daerah ini, terdiri dari 

a. Lampiran I Laporan Realisasi Anggaran; 

Lampiran I . 1 :  Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi; 

Lampiran I .2 :  Rincian Laporan Realisasi Anggaran menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, 
Belanja dan Pembiayaan; 

Lampiran 1.3: Rekapitulasi Realisasi Anggaran Belanja Daerah menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, 
Program dan Kegiatan; 

L · J 4 · Rekapitulasi Realisasi Anggaran Belanja Daerah amp1ran . .  untuk keselarasan dan keterpaduan urusan 
Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam kerangka Pengelolaan Keuangan Negara; 

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih; 

Laporan Operasional; 

Laporan Perubahan Ekuitas; 

Neraca; 

Laporan Arus Kas; 

b. Lampiran I :  

c. Lampiran III 

d. Lampiran I v .  

e. Lampiran V 

f. Lampiran VI 
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g. Lampiran VII : Catatan Atas Laporan Keuangan; 

h. Lampiran VIII Daftar Repitulasi Piutang Daerah; 

Daftar Rekapitulasi Penyisian Piutang Tidak Tertagih 

Daftar Daftar Rekapitulasi Dana Bergulir dan Penyisihan Dana Bergulir; 

Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah; 

Daftar Rekapitulasi Realisasi Penambahan dan Pengurangan Aset Lainnya; 

m. Lampiran XIII Daftar Rekapitulasi Aset Tetap; 

n. Lampiran XIV : Daftar Rekapitulasi Kontruksi Dalam Pekerjaan; 
. 

o. Lampiran XV Daftar Rekapitulasi Aset Lainnya; 

Daftar Dana Cadangan Daerah; 

Daftar Kewajiban Jangka Pendek; 

Daftar Kewajiban Jangka Panjang; 

Daftar Kegiatan-kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun dan dianggarkan kembali dalam 

tahun anggaran berikutnya; 

Pasal 1 1  

Lampiran Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada Pasa1 1 ayat {2} terdiri dari 

a. Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah/ Perusahaan Daerah tercantum dalam Lampiran XX Peraturan 

Daerah ini. 
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1. Lampiran IX 

J. Lampiran X 

k. Lampiran XI 

I. Lam piran XII 

p. Lampiran XVI 

q. Lam pi ran XVI1 

r. Lam piran XVIII : 

s. Lam piran XIX : 



Pasal 12 
Ketentuan lebih lanjut mengenai Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD sebagai rincian lebih lanjut dari 

pertanggungjawaban pelaksanaan APBD ditetapkan dengan Peraturan Bupati 

Pasal 13 
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam 

Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tengah. 

Ditetapkan di Masohi 

e-Rada tanggal, 12 Oktober 2 0. ,9  

Diundangkan di Masohi 

pada tanggal, 12 Oktober 201.9 ! 
� SEKRETAR]S DAERAH KABl:JPATEN MALUKU NGAH, T 

B SAHUBAWA 
NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGAH, PROVINSI MALUKU: 232 TAHUN 2019 
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGAH NOMOR : 200 TAHUN 2019 
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Salinan sesuai dengan aslinya 

KEPALA BAGIAN HUKUM 

KABUPATEN MALUKU TENGAH, 

M. TU. SH. MH 
NIP. 1 9 6 51 7 2 0  200003 1 003 
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PENJELASAN 

ATAS 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGAH 

NOMOR 01 TAHUN 2019 

TENTANG 

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 

KABUPATEN MALUKU TENGAH TAHUN ANGGARAN 2018 

I. UMUM 

Dalam rangka pelaksanaan kewenangan Pemerintah Daerah sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 

tentang Pemerintah Daerah yang diikuti Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tcntang Organisasi Perangkat Daerah 'Tahun 

Anggaran 2017 serta Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah dirubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam 

Negeri Nomor 21  Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturn Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2016 tentang Fedoman 

Pengelolaan Keuangan Daerah, timbu} hak dan kewajiban daerah yang harus dirumuskan dan/atau dilaksanakan oleh Pemerintah 

Daerah yang meliputih aspek perencanaan, penggaran dan pertanggungjawaban yang disetujui bersama antara Kepala Daerah dan 

DPRD serta ditetapkan dengan Peraturan Daerah oleh Kepala Daerah setelah disetujui oleh Gubernur untuk dilaksanakan sesuai 

peraturan perundang- undangan yang berlaku selama satu tahun anggaran. 

Berdasarkan pokok-pokok pikiran yang dijelaskan di atas maka aspek-aspek yang menjadi muatan pada Peraturan Daerah ini terdiri 

dari: 
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• 

1. Pendapatan Daerah 
Pendapatan Daerah merupakan perkiraan-perkiraan tentang sumber-sumber penerinJ,aan daerah yang dapat dinilai dengan uang 

untuk mendanai program kegiatan pemerintah daerah selama satu tahun anggaran. Pendapatan daerah meliputi semua penerimaan 
uang melalui rekening kas daerah, yang merupakan hak daerah dalam satu tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh 

daerah. 
Pendapatan Daerah sebagaimana dijelaskan diatas terdiri dari: 

a. Pendapatan Asli Daerah; 
b. Pendapatan Transfer; 
c. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah 

2. Belanja Daerah 

Berdasarkan Undang-Undang 23 Tahun 2014, belanja daerah digunakan untuk pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren yang 
menjadi kewenangan daerah yang terdiri atas urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan. Belanja daerah tersebut 
diprioritaskan untuk mendanai urusan pemerintahan wajib terkait pelayanan dasar yang ditetapkan dengan standar pelayanan 
minimal serta berpedoman pada standar teknis dan harga satuan regional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 
Belanja daerah untuk urusan pemerintahan wajib yang tidak terkait dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan pilihan 
berpedoman pada analisis stanar belanja dan standar harga satuan regional. 

Belanja daerah terdiri dari : 

a. Belanja Operasi; 
b. Belanja Modal; 

c. Belanja Tak Terduga; 
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• 

3. Pembiayaan Daerah 

Pembiayaan daerah merupakan sumber pendanaan untuk menutupi defisit anggaran dikarenakan anggaran belanja lebig besar dari 

pada anggaran pendapatan daerah yang tersedia dalam APBD. Surplus atau sefisit APBD adalah selisih antara anggaran pendapatan 

daerah dengan anggaran belanja daerah. 

Pembiayaan Daerah terdiri dari : 

a. Penerimaan Pembiayaan Daerah; 

b. Pengeluaran Pembiayaan Daerah; 

II. PASAL DEMI PASAL 

Pasal 1 : Cukup Jelas 

Pasal 2 : Cukup Jelas 

Pasal 3 : Cukup Jelas 

Pasal 4 : Cuku p J elas 

Pasal 5 : Cukup Jelas 

Pasal 6 : Cuku p J elas 

Pasal 7 : Cukup Jelas 

Pasal 8 : Cukup Jelas 

Pasal 9 : Cukup Jelas 

Pasal 10 : Cukup Jelas 

Pasal 1 1  :  Cukup Jelas 

Pasal 12 : Cukup Jelas 

Pasal 13 : Cukup Jelas 
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